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Dunia ketenagakerjaan, pekerja dan pemberi kerja telah diatur dalam 
Undang – undang Ketenagakerjaan. Dengan mengetahui hak – hak dasar seorang 
pekerja dan hak lainnya, kemungkinan terjadinya konflik antara pekerja dan 
pemberi kerja dapat dihindari. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan implikasi 
pengesahan Undang-undang Nomoe 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap 
hak-hak buruh di Indonesia. Jenis penelitian adalah kepustakaan (Library 
Research) pendekatan yang digunakan normative dan sumber data dalam 
penelitian ini adalah data sekunder. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa undang-undang nomor 11 
tahun 2020 tentang cipta kerja pengaturannya terdapat beberapa perbedaan dengan 
pasal sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari adanya pasal yang teteap, pasal 
berubah, pasal yang tambah, dan pasal yang dihapus. Dengan adanya hal tersebut 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki implikasi atau 
dampak terhadap hak buruh di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa segi 
yaitu sebagai berikut : segi waktu kerja, upah, pesangon, jaminan sosial, status 
kerja, dan waktu kerja lembur. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata kunci : Pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, Hak-hak 






The world of employment, workers and employers have been regulated 
in the Manpower Act. By knowing the basic rights of a worker and other rights, 
the possibility of conflict between workers and employers can be avoided. 
This study aims to determine the regulation and implications of the 
ratification of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation on labor rights in 
Indonesia. The type of research is library research. The approach used is 
normative and the source of data in this study is secondary data. 
The results of this study indicate that law number 11 of 2020 concerning 
the copyright of the work arrangement has several differences with the previous 
article, this can be seen from the existence of fixed articles, changed articles, 
added articles, and deleted articles. With this, Law no. 11 of 2020 concerning Job 
Creation has implications or impacts on labor rights in Indonesia. This can be seen 
from several aspects, namely as follows: in terms of working time, wages, 
severance pay, social security, work status, and overtime work. 
Based on the results of this research, it is hoped that it will become 
information and input for students, academics, practitioners, and all parties in 
need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 
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A. Latar Belakang 
Pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan adagium ini 
nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi kalau dikaji 
lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang 
punggung karena dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja 
tidak akan mungkin perusahaan itu bisa jalan dan berpartisipasi dalam 
pembangunan.
1
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dari tenaga kerja adalah 
Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang 




Perusahaan yang baik dalam membangun dan memperoleh 
keberhasilan yang maksimal, perusahaan memerlukan pekerja/buruh. 
Pekerja/buruh diperlukan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Hal ini 
bisa dibilang seperti mutualisme, dimana perusahaan memerlukan sumber 
daya, sumber daya ini merupakan pekerja/buruh dan pekerja/buruh 
memerlukan pendapatan/upah untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga 
perusahaan dengan pekerja/buruh saling membutuhkan. 
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 L. Husni, Perlindungan Buruh (Arbeidsbescherming), dalam Zainal Asikin, dkk, 1997, 
Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 75.   
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Kebutuhan perusahaan dalam mempekerjakan pekerja/buruh, baik 
itu pekerjaan ringan atau berat, pekerja/buruh harus mendapatkan keselamatan 
dalam bekerja. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 
Selain keselamatan dalam bekerja, perusahaan juga harus memperhatikan 
kesehatan pekerja/buruh agar dalam melakukan pekerjaannya pekerja/buruh 
dapat mengoptimalkan hasil pekerjaannya. 
Perkembangan pekerja/buruh harus optimal untuk meningkatkan 
kinerja dan juga memperbaiki kualitas pekerja, maka sangat diperlukannya 
jaminan hidup yang pasti dan layak didapatkan oleh seseorang yang dapat juga 
akan mengakibatkan peningkatan kualitas tenaga kerja yang ada dengan 
meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja yang harus sesuai dengan 
harkat martabat dan juga hak asasi manusia itu sendiri.
3
 Perlindungan yang 
harus diberikan perusahaan terhadap pekerja/buruh dapat dilakukan dengan 
meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan social 
ekonomi. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh  perlakuan yang sama 
tanpa diskriminasi dari pengusaha. Perlindungan fisik diberikan guna untuk 
melindungi pekerja/buruh pada saat terjadi kecelakaan kerja baik didalam 
perusahaan atau diluar perusahaan pada saat masih jam kerja.  
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 
meningkatkan taraf kehidupannya. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja 
timbul karena adanya suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja, 
                                                             
3
 Abdul khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya 





sehingga akan mucul perjanjian kerja. Perjanjian adalah suatu peristiwa 
dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu 
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
4
 Dalam perjanjian kerja ini 
biasanya berisi mengenai peratuan perusahaan serta mengatur syarat-syarat 
kerja, hak, kewajiban pekerja dan perushaan, serta pengupahan dan jaminan 
sosial terhadap pekerja/buruh. 
Pekerja/buruh diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan. Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
hak-hak pekerja/buruh telah diatur sedemikian rupa mengenai 
ketenagakerjaan, akan tetapi pada tanggal 5 oktober tahun 2020 pemerintah 
telah mengesahkan peraturan perundang-undangan yang baru untuk merubah 
undang-undang yang sebelumnya. Undang-undang yang disahkan pemerintah 
ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
Undang-Undang Cipta Kerja ini menuai kritik dan protes, karena di dalamnya 
juga memuat Undang-undang tentang ketenagakerjaan dan terdapat pasal – 
pasal yang mengalami perubahan. 
Undang-Undang Cipta Kerja ini berasal  dari RUU yang diusulkan 
oleh Presiden Joko Widodo pada April 2020. Undang-undang ini juga sering 
sekali disebut dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Omnibus Law menurut 
Black Law Dictionary adalah relating to or dealing with numerous object or 
item at once; including many thing or having varius purposes. (berhubungan 
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  Salim, HS, Perkembangan hukum jaminan di Indonesia, 2007, Jakarta, Raja Grafindo 





dengan atau berurusan dengan banyak hal atau memiliki berbagai keperluan).
5
 
Sehingga Undang-Undang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
merupakan kumpulan berbagai peraturan yang tercantum dalam berbagai 
undang-undang diringkas kedalam satu pokok undang-undang. Fachri 
Bachmid berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja adalah sebuah konsep produk hukum yang berfungsi untuk 
mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-




Sofyan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang) konsep Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah langkah 
menerbitkan satu Undang-Undang yang bisa memperbaiki sekian banyak 
Undang-Undang yang selama ini dianggap tumpang tindih dan menghambat 
proses kemudahan berusaha. Dengan diterbitkannya satu Undang-Undang 
untuk memperbaiki sekian banyak Undang-Undang diharapkan menjadi jalan 
keluar permasalahan di sektor ekonomi, sebab dengan banyaknya Undang-
Undang tidak bisa dilakukan percepatan-percepatan karena banyaknya 
Undang-Undang masih mengatur dan bisa saling bertentangan.
7
 
                                                             
5
 Rachmat Trijono, Undang - Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Cipta 
Lapangan Kerja, Depok: Papas Sinar Sinanti, 2020, Cet, ke-1, hlm. 7 
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 Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Undang 
- Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 
Tentang Pemberian Uang Pesangon kepada Pekerja yang di Phk”, Jurnal Panorama Hukum, 
Volume 5, Nomor 1, Juni, 2020, hlm. 66. 
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Dunia ketenagakerjaan, pekerja dan pemberi kerja telah diatur 
dalam Undang – undang Ketenagakerjaan. Dengan mengetahui hak – hak 
dasar seorang pekerja dan hak lainnya, kemungkinan terjadinya konflik antara 
pekerja dan pemberi kerja dapat dihindari. Hak – hak dasar pekerja dan aturan 
yang mengaturnya yaitu
8
 : 1) Hak untuk mengembangkan potensi kerja, 
mengembangkan minat, bakat dan kemapuan. 2) Hak memperoleh jaminan 
kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian dan  kecelakaan kerja. 3) Setiap 
pekerja berhak mendapatkan upah yang layak. 4) Hak dasar untuk berlibur, 
cuti, istirahat, serta memperoleh pembatasan waktu kerja. 5) Hak membentuk 
serikat pekerja. 6) Hak melakukan aksi mogok kerja. 7) Hak dasar khusus 
terkait persoalan jam kerja untuk pekerja perempuan. 8) Hak perlindungan 
atas pemutusan hubungan kerja. 
 Terkait ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 jika 
disandingankan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 ada beberapa 
poin yang berbeda terkait kebijakan ketenagakerjaan. Ada perubahan dan 
penghapusan terhadap beberapa pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2003.  Berikut poin-poin perubahan pada Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2020 dibanding Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003: 1) Waktu 
kerja lembur pasal 78 waktu kerja lembur 3 jam perhari dan 14 jam perminggu 
menjadi 4 jam perhari dan 18 jam perminggu. 2) Tidak ada pemberian cuti 
panjang selama dua bulan bagi buruh yang bekerja enam tahun, padahal dalam 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 79 ayat (2) pemberian hak cuti 
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 Editus Adisu dan Libertus jehani, Hak-Hak Pekerja Perempuan, Tangerang: Visi Media, 





diatur dengan jelas. 3) Pasal mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT) dihapus, sehingga tidak ada ketentuan yang mengatur syarat Pekerja 
Waktu Tertentu, pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 PKWT diatur 
dalam pasal 59 PKWT maksimal dilakukan 2 tahun, lalu boleh diperpanjang 
kembali dalam 1 tahun. 4) Pengupahan, pasal 88 ayat (3) aturan mengenai 
pengupahan diubah menjadi 7 kebijakan, sebelumnya pada pasal 88 ayat (3) 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan ada 11 kebijakan dalam 
pengupahan. 5) Uang penggantian hak dan penghargaan masa kerja tidak ada, 
padahal pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 uang penggantian hak 
dan uang penghargaan masa kerja diatur dalam pasal 154 ayat (4) dan pasal 
156 ayat (3).  
Konsep Undang - Undang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk memangkas atau 
menggabungkan beberapa aturan menjadi satu supaya tidak tumpang tindih 
dan selaras guna membangkitkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan 
tetapi dari beberapa poin diatas, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan jurtru merugikan bagi 
pekerja/buruh. Pada Undang-undang 11 Tahun 2020 pekerja/buruh dipaksa 
untuk bekerja terus-menerus, system kontrak tanpa batas, pengupahan yang 
kurang sesuai dengan pekerjaan, dan lainya.  
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka dalam 
penelitian hukum ini penulis munyusun penulisan hukum dengan judul: 





2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP HAK – HAK BURUH DI 
INDONESIA”. 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yng telah dijelaskan sebelumnya, dapat 
dirumuskan permasalahan yang perlu dikaji sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan hak – hak buruh Indonesia dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? 
2. Bagaimana implikasi pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja terhadap hak buruh di Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penulis yang hendak dengan adanya penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaturan hak – hak buruh Indonesia dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
2. Untuk mengetahui implikasi pengesahan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap hak buruh di Indonesia. 
D. Manfaat Penelitian 
 Setiap penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah agar dapat 
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pembangunan 





1. Manfaat Teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu 
pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam bidang hukum 
ketenagakerjaan mengenai hak – hak pekerja/buruh yang diatur dalam 
Undang - Undang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  
2. Manfaat Praktis 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
menambah informasi mengenai hak – hak pekerja/buruh yang diatur dalam 
Undang - Undang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.   
3. Manfaat Penulis 
 Hasil penelitian ini diharapkan bagi penulis dapat memberikan 
pengalaman, sumber informasi, bahan referensi penelitian selanjutnya agar 
bisa dikembangkan dalam materi – materi yang lainya, dan untuk 
memenuhi syarat penyelesaian studi penulis. 
E. Tinjauan Pustaka 
 Penelitian dengan tema pengaruh pengesahan Undang - Undang 
Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap hak – hak buruh di 
Indonesia telah ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Untuk 
memberikan gambaran posisi penelitian ini dihadapan penelitian penelitian 





1. SONY HENDRA PERMANA dalam jurnalnya yang berjudul” Proyeksi 




 Penelitian ini mengkaji Undang – Undang Nomor11 Tahun 2020 
untuk melihat apakah Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan 
dampak terhadap ekonomi Indonesia. Undang-undang ini diharapkan 
mampu memberikan setidaknya lima manfaat bagi perekonomian, yakni 
penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan 
pekerja, peningkatan produktivitas pekerja, peningkatan investasi, serta 
pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Hal ini serupa dengan penelitian 
yang akan dibahas oleh peneliti, yang membedakan hanyalah fokus 
penelitian. Fokus penelitian untuk mengkaji dampak Omnibus Law 
Undang – Undang  Cipta Kerja Terhadap Ekonomi Indonesia,beda halnya 
dengan peneliti mengetahui implikasi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 
2020 terhadap hak buruh.  
2. RIZKY. P. P. KARO KARO, AMANDA FITRI YANA, dalam jurnalnya 
yang berjudul “Konsepsi Omnibus Law terhadap Perlindungan Tenaga 
Kerja Wanita di Indonesia”
10
  
 Penelitian ini mengkaji Undang - Undang Nomor11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja yang memberikan dampak negatif terhadap tenaga 
kerja utamanya buruh atau pekerja perempuan. Tenaga kerja perempuan 
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sebagai kelompok masyarakat rentan merupakan objek kajian dari 
penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini yakni mengetahui 
kompleksitas, implikasi, dan konsepsi Undang - Undang Nomor11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja terhadap perlindungan tenaga kerja wanita di 
Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berupa deskriptif-analitis, 
yakni dengan cara memberikan gambaran mengenai permasalahan aktual 
berdasarkan fakta-fakta konkret. Adapun kesimpulan dari penelitian ini 
diarahkan kepada pemerintah untuk lebih melindungi pekerja yang 
tergolong kelompok masyarakat rentan utamanya perempuan dalam 
pengaturan Undang - Undang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
nantinya. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis 
dimana dua-duanya meneliti tentang perihal Undang – Undang Cipta 
Kerja, perbedaannya fokus penelitian dalam kajian ini pada Perlindungan 
Tenaga Kerja Wanita, beda halnya dengan peneliti yaitu terhadap Hak – 
Hak Tenaga Kerja baik Pria maupun Wanita. 
3. FAJAR KURNIAWAN, dalam jurnalnya yang berjudul “Problematika 
Pembentukan Ruu Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada 
Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon 
Kepada Pekerja Yang di PHK”
11
 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan 
pembentukan RUU yang mengatur ketenagakerjaan dengan konsep 
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Undang - Undang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditolak 
oleh pekerja di PT, klaster tenaga kerja yang mengatur tentang pesangon 
yang diberikan kepada pekerja yang diberhentikan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan perundang - undangan, pendekatan konseptual, 
dan pendekatan kasus. Penelitian ini memiliki persamaan dengan 
penelitian penulis dimana keduanya meneliti Undang – Undang Cipta 
Kerja, namun memiliki perbedaan dalam hal pendekatan penelitian, yaitu 
penulis menggunakan pendekatan normatif. 
F. Metode penelitian 
1. Jenis penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan ( Library 
Research). Penelitian kepustakaan ( Library Research) adalah penelitian 
yang mengguakan referensi dari penelitian sebelumnya, referensi dari 
buku, jurnal, dan dokumen yang sejenis. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder. Adapun penulis menggunakan referensi Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang  Cipta Kerja. 
2. Pendekatan penelitian 
 Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
normatif. Metode ini meneliti hukum secara normatif dengan melihat 







 Metode penelitian hukum Normatif ini 
juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga di sebut 
dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner , 
sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis 
sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan 
dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang 
bersifat sekunder pada perpustakaan. 
3. Sumber data 
 Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data Sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya dan 
dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk 
melengkapi kebutuhan data penelitian. Penelitan ini menggunakan data 
sekunder karena jenis penelitian ini adalah Library Research. 
4. Metode pengumpulan data 
 Metode penelitian data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan cara Dokumen. Dokumen adalah sumber tertulis bagi 
informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak, 
peninggalan-peninggalan terlukis dan petilasan-petilasan arkeologis. 
Dokumen diperuntukan untuk surat-surat resmi dan surat-surat Negara 
seperti surat perjanjian, udang-undang, hibah dan konsesi.( Louis 
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Gottschalk , 1986, 38) Metode pengumpulan data ini menggunakan 
dokumen karena data yang digunakan data sekunder. 
5. Metode analisis data 
 Dalam penelitian ini teknis analisis yang digunakan adalah teknik 
deskripsi. Teknik deskripsi adalah teknik pengambilan data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul pada 
kondisi yang sebenarnya. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan 
pengaruh pengesahan Undang - Undang Nomor11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja terhadap hak – hak buruh di Indonesia. 
G. Rencana Sistematika Penulisan 
 Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, maka 
penting bagi penulis untuk memberikan sistematika yang nantinya penulis 
akan sajikan. Rencana penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang 
masing – masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut: 
1. Bab I Pendahuluan 
 Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penelitian. 
2. Bab II Landasan Koseptual 
 Bab ini penulis akan menguraikan tentang norma – norma hukum, 
teori – teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang 






3. Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan 
 Bab ini penulis akan menguraikan data hasil penelitian mengenai 
masalah yang dibahas. 
4. Bab IV Penutup 
 Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari 
hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya dan 







A. Tinjauan Umum Tentang Ketenagakerjaan 
1. Pengertian Ketenagakerjaan 
Ketenagakerjaan berasal dari kata “tenaga kerja” artinya 
Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 
pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam pasal 1 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
disebutkan bahwa, “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Sehingga menurut 
ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun diluar 
hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi 
adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.
13
 
 Ada juga beberapa pendapat dari para ahli terkait pengertian dari 
ketenagakerjaan. Menurut Dr. A.Hamzah, SH ketenagakerjaan adalah 
tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar suatu hubungan kerja 
dengan alat produksi utama sebagai proses produksi tenaga kerja itu sendiri, 
baik tenaga fisik maupun pikiran. 
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ALAM. S menyatakan ketenagakerjaan ialah penduduk yang berusia 
sekitar 15 tahun keatas dari Negara berkembang seperti Indonesia. Yang 
mampu mengolah berbagai aspek dunia kerja menjadi buruan kompetitor. 
Sedangkan di negara maju, tenaga kerja yang diperbolehkan untuk bekerja 
berumur antara 15 hingga 64 tahun. 
Mengenai Ketenagakerjaan di Indonesia, ketenagakerjaan diatur oleh 
hukum di dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang – 
undang Nomor 11 Tahun 2020. Hukum ketenagakerjaan memiliki arti yang 
luas, serta tidak ada batasan dalam mengidentifikasi pengertian 
ketenagakerjaan. Hal ini karena didalam ketenagakerjaan setiap ahli 
memiliki sudut padang tersendiri dalam mengidentifikasi pengertian 
ketenagakerjaan.  
Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur mengenai 
segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, 
selama dan sesudah masa kerja.
14
 Hukum ketenagakerjaan semula dikenal 
dengan istilah perburuhan.
15
 Pengertian hukum perburuhan mengandung 
tiga unsur yang termuat, yaitu :  
a. Adanya peraturan, 
b. Bekerja pada orang lain, dan 
c. Upah. 
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Mengenai ketenagakerjaan, ada beberapa pendapat para ahli terkait 
hukum ketenagakerjaan. Imam Soepomo yang memberi pengertian bahwa 
hukum perburuhan/ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan, baik 
tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada 
saat seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah 
tertentu. Dengan kata lain, hukum perburuhan adalah seperangkat aturan 
atau norma yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur pola 
hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja atau buruh.
16
 
Molenaar, Hukum perburuhan yaitu bagian dari hukum yang 
mengatur hubungan antara majikan dengan buruh, buruh dengan buruh dan 
buruh dan penguasa. Selanjutnya menurut Mr. M. G. Levenbach, Hukum 
perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan keadaan kehidupan yang 
langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja. Kemudian Van Esveld, 
Hukum perburuhan adalah tidak melulu mengenai hubungan kerja yang 
dilakukan di bawah pimpinan, namun juga pekerjaan yang dilakukan atas 
dasar tanggungjawab. Dan yang terakhir menurut Imam Soepomo, Hukum 
perburuhan merupakan himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak 
tertulis, yang berkaitan dengan tenaga kerja yang berkenaan dengan 




Mengkaji dari beberapa pendapat ahli tersebut tampak jelas bahwa 
hukum perburuhan setidak-tidaknya mengandung unsur: Himpunan 
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peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, berkenaan dengan suatu 
kejadian, seseorang bekerja pada orang lain dan upah. Ditinjau dari sifatnya, 
hukum ketenagakerjaan ini memiliki dua sifat, yaitu privat atau perdata dan 
publik atau pidana. Hukum ketenagakerjaan dapat dikatakan memiliki sifat 
privat atau perdata karena didalam hukum ketenagakerjaan mengatur 
mengenai hubungan orang perseorangan yang melakukan perjanjian yang 
biasa disebut dengan perjanjian kerja. 
Sedangkan hukum ketenagakerjaan juga dikatakan memiliki sifat 
publik atau pidana karena jika ada pekerja berselisih dengan pengusaha, 
pemerintah ikut campur tangan dalam bidang ketenagakerjaan. Campur 
tangan tersebut dapat berupa membuat suatu kebijakan dalam mengatur 
hubungan kerja dengan membuat peraturan undang-undang yang sifatnya 
memaksa. Tujuan dibuatnya undang-undang tidak lain adalah untuk 
membatasi dalam kebebasan berkontrak. 
2. Tenaga Kerja 
Pada zaman penjajahan Belanda, yang dimaksud dengan buruh adalah 
orang-orang yang bekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang, dan lain 
sebagainya. Orang ini oleh pemerintah Belanda, dahulu disebut dengan blue 
collar (berkerah biru), sedangkan orang yang mengerjakan pekerjaan halus 
seperti pegawai administrasi yang duduk dimeja disebut dengan white collar 









Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja dan 
memiliki motivasi untuk bekerja. Tenaga Kerja menurut Undang-undang 
Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat (2) adalah setiap orang yang 
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik 
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
19
 
Sedangkan menurut DR Payaman Siamanjuntak dalam bukunya 
“Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk 
yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang 
melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. 
Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia 
hanya dibedakan oleh batas umur.
20
 
Tenaga kerja adalah setiap individu/orang yang sedang mencari atau 
sedang bekerja guna menghasilkan barang atau jasa dengan melihat 
persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk 
memperoleh upah untuk kebutuhan sehari-hari. 
Setiap tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban pekerja. Hak-hak 
dasar tenaga kerja: 1) Hak untuk mengembangkan potensi kerja, 
mengembangkan minat, bakat dan kemapuan. 2) Hak memperoleh jaminan 
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kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian dan  kecelakaan kerja. 3) 
Setiap pekerja berhak mendapatkan upah yang layak. 4) Hak dasar untuk 
berlibur, cuti, istirahat, serta memperoleh pembatasan waktu kerja. 5) Hak 
membentuk serikat pekerja. 6) Hak melakukan aksi mogok kerja. 7) Hak 
dasar khusus terkait persoalan jam kerja untuk pekerja perempuan. 8) Hak 
perlindungan atas pemutusan hubungan kerja. 
Kewajiban Tenaga Kerja Menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan : 
1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja 
mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, 
menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi 
secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta 
ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan 
anggota beserta keluarganya. 
2) Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan 
yang ada dalam perjanjian kerja bersama. 
3) Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian 
kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja. 
4) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh 
pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk 
mufakat. 
5) Sekurang kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum mogok 





secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab 
dibidang ketenagakerjaan setempat. 
Di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan ada beberapa hal yang harus dilindungi dari 
seorang pekerja diantaranya: 1. Keselamatan dan kesehatan kerja, 2. Moral 
dan kesusilaan, dan 3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat 
manusia serta nilai-nilai agama. Di dalam pasal ini terdapat perlindungan 
keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana keselamatan dan kesehatan 
kerja, sangatlah penting untuk diperhatikan pemeritah dan badan usaha atau 
pengusaha di dalam menjamin hak-hak tenaga kerja agar tidak 
menimbulkan kecelakaan atau kelalaian di dalam aktivitas kerja (human 
eror), sehingga perusahaan tidak hanya menuntut dan menyalahkan 
pekerjanya atas kelalaian dan kecelakaan kerja yang terjadi, tetapi juga 
dapat memenuhi hak-hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerjanya. di 
dalam menjamin hak-hak tenaga kerja agar tidak menimbulkan kecelakaan 
atau kelalaian di dalam aktivitas kerja (human eror), sehingga perusahaan 
tidak hanya menuntut dan menyalahkan pekerjanya atas kelalaian dan 
kecelakaan kerja yang terjadi, tetapi juga dapat memenuhi hak-hak 





B. Tinjauan Umum Tentang Omnibus Law  
Omnibus Law atau Undang-undang Sapu Jagad memilki banyak 
pengertian. Secara harfiah, kata Omnibus berasal dari bahasa latin omnis yang 
berarti banyak. Umumnya hal ini dikaitkan dengan sebuah karya sastra hasil 
penggabungan beragam genre, atau dunia perfileman yang menggambarkan 
sebuah film yang terbuat dari kumpulan film pendek. 
Paulus Aluk Fajar didalam memahami gagasan Ominibus Law, didalam 
Black Law Dictionary Ninth Edition Briyan A.Garner disebutkan omnibus: 
Relating to or deadling with numerous object or item at once ; including many 
thing or having varius purposes. Sehingga dengan denisi tersebut jika 
dikontekskan dengan Undang-undang maka dapat dimaknai sebagai 
penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, yang tercantum 
didalam berbagai Undang-undang, ke dalam satu Undang-undang. 
Dari segi hukum, kata omnibus lazimnya disandingkan dengan kata law 
atau bill yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi 
beberapa aturan dengan substansi dan tingkat yang berbeda. Audrey O” Brien, 
Omnibus Law menurutnya suatu rancangan Undang-undang yang mencakup 
lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara 
itu, bagi Barbara Sinclair omnibus merupakan suatu proses pembuatan 
perarutan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama 
karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya 





Pengguanaan Omnibus Law telah banyak dilakukan oleh negara didunia 
terutama yang menggunakan tradisi common law system. Di dunia terdapat dua 
system hukum yakni common law system dan civil law system. Dari beberapa 
pengertian diatas dapat ditarik benang merah, Omnibus Law adalah aturan 
yang mengatur bermacam-macam aspek yang digabung menjadi satu 
perundang-undangan atau bias dikatakan satu undang-undang dengan 1.244 
pasal yang direvisi melalui Omnibus Law. 
C. Tinjauan Tentang Perusahaan 
1. Pengertian Perusahaan 
Perusahaan merupakan suatu tempat untuk melakukan kegiatan 
produksi dan berkumpulnya faktor produksi. Diperusahaan biasanya 
terdapat kumpulan beberapa orang yang membentuk suatu organisasi 
dimana sumber daya  dasar seperti bahan baku dan tenaga kerja dikelola 
serta diproses untuk menghasilkan barang atau jasa  untuk pelanggan. Di 
dalam suatu perusahaan biasanya terdapat pimpinan yang akan memimpin 
berjalannya suatu perusahaan tersebut, sumber daya manusia yang baik 
sangat penting untuk kehidupan perusahaan karena dengan adanya sumber 
daya manusia yang baik kinerja perusahaanpun akan semakin baik. 
Ada beberapa pendapat mengenai perusahaan menurut para ahli. 
Pertama Willem Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan 
yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan 
penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang, atau 





adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak 
dalam kualitas tertentu mencapai keuntungan bagi mereka. Ketiga, Abdul 
Kadir Muhammad, perusahaan merupakan tempat terjadinya kegiatan 
produksi dan berkumpulnya semua factor produksi. Menurut Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 
Perusahaan pasal 1 huruf b, perusahaan merupakan setiap bentuk usaha 
yang tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berpenduduk 
dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh 
keuntungan dan atau laba. 
Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan 
perundangan-undangan diluar KUHD.
21
 Berdasarkan tinjauan hukum, 
istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha 
dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat 
terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi.
22
 
Dari pengertian diatas  dapat disimpulkan bahwa sebuah badan usaha 
merupakan kegiatan produksi barang untuk kedepannya didistribusikan 
kepada masyarakat luas guna mendapatkan keuntungan. Dengan peranan 
badan usaha tersebut, sekaligus berpedoman atas peran badan usaha, 
nantinya roda perekonomian akan bisa berjalan dengan lancar.  
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Setiap perusahaan biasanya ada yang terdaftar di pemerintah dan ada 
pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka 
mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah 
status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. 
Perusahaan dapat diklasifikasian dari beberapa bentuk. Salah satunya 
klasifikasi perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya yaitu: 
a. Perusahaan Badan Hukum 
Merupakan perusahaan yang dapat dimiliki oleh swasta 
maupun negara, dapat berupa perusahaan persekutuan. Jenis perusahaan 
inin didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha baik swasta 
maupun negara yang memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum. 
Contohnya : Perseroan Terbatas (PT), Koperas, Perusahaan Umum, 
Perusahaan Perseroan (Persero). 
b. Perusahaan Bukan badan Hukum 
Merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan swasta, 
dapat berupa perusahaan perseorangan maupun perusahaan 
persekutuan. 
Contohnya : Perusahaan Perseorangan, Perskutuan Perdata, Firma, 
CV. 
Perusahaan Bukan badan Hukum merupakan perusahaan swasta 
yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja 
sama, jenis perusahaan ini dapat menjalankan usaha di bidang 





2. Hak Perusahaan 
Pada padasnya, pengusaha dan karyawan agar terjalin suatu hubungan 
yang harmonis dalam mengelola perusaahaan harus terdapat aturan yang 
mengaturnya, salah satunya harus mengatur hak perusahaan. Perusahaan 
memiliki hak yang tercantum dalam uraian Undang-Undang 
Ketenagakerjaan, yakni dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut antara lain adalah sebagai berikut:  
 Perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan. 
 Perusahaan berhak untuk memerintah/mengatur karyawan atau tenaga 
kerja dengan tujuan mencapai target. 
 Perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja/buruh/karyawan jika melanggar ketentuan yang telah disepakati 
sebelumnya. 
3. Kewajiban Perusahaan 
Kewajiban Pengusaha menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan: 
1) Mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan 
perlindungan sesuai dengan garis dan derajat kecacatan nya. 
2) Pengusaha wajib memberikan/ menyediakan angkutan antar Jemput 
Bagi Pekerja /Buruh Perempuan yang berangkat dan pulang pekerja 
antara pukul 23.00 s.d pukul 05.00. 





4) Pengusaha wajib Memberi Waktu Istirahat Dan Cuti Kepada 
Pekerja/Buruh. 
5) Pengusaha Wajib memberikan Kesempatan Secukupnya Kepada 
Pekerja Untuk Melaksanakan Ibadah yang diwajibkan Oleh 
Agamanya. 
6) Pengusaha yang memperkerjakan Pekerja/Buruh Yang melakukan 
pekerja Untuk Melaksanakan Ibadah yang Di wajib kan oleh agama 
nya. 
7) Pengusaha yang Memperkerjakan Pekerja/Buruh yang melakukan 
pekerjaan pada hari libur resmi sebagai mana di maksud pada ayat (2) 
Wajib membayar Upah kerja lembur. 
8) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurang nya 
10 (Sepuluh orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai 
berlaku setelah disahkan oleh mentri atau pejabat yang ditunjuk.  
9) Pengusaha Wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta 
memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada 
pekerja/buruh.  
10) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada 
pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenaga kerjaan setempat sekurang-kurang nya 7(Tujuh) hari kerja. 
11) Dalam Hal terjadi pemutusan Kerja pengusah di wajib kan membayar 
uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang 





12) Dalam hal pekerja /buruh di tahan pihak yang berwajib karena di duga 
melakukan tindak pidana bukan bukan atas pengaduan 
pengusaha,maka pengusaha tidak wajib memberikan bantuan kepada 
keluarga pekerja,buruh yang menjadi tanggungannya. 
13) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja ,buruh yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja, uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali. 
14)  Untuk Pengusaha di larang membayar upah lebih rendah dari upah 
minimum.  
15) Pengusaha wajib membayarupah/pekerja/buruh menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
D. Tinjauan Umum Tentang Implikasi 
Seringkali orang menggunakan istilah Implikasi tanpa benar-benar 
memikirkan apa arti dan definisinya. Penggunaan kata implikasi memang 
masih jarang digunakan dalam kalimat-kalimat percakapan sehari-hari. 
Penggunaan kata implikasi biasanya umum digunakan dalam sebuah bahasa 
penelitian. Maka dari itu masih sedikit kajian yang membahas tentang arti dari 
kata implikasi. Namun jika mendengar istilah implikasi, hal pertama yang 
terpikirkan pada umumnya adalah sebuah akibat atau segala hal yang memiliki 
dampak secara langsung. 
Arti kata implikasi itu sendiri sesungguhnya memiliki cakupan yang 
sangat luas dan beragam, sehingga dapat digunakan dalam berbagai kalimat 





dalam berbagai keadaan maupun situasi yang mengharuskan seseorang untuk 
berpendapat atau berargumen. 
Hingga saat ini, masih belum terdapat pembahasan secara lengkap dan 
menyeluruh mengenai arti dan definisi kata implikasi. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata implikasi adalah keterlibatan atau suatu 
terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata 
berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan 
keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. 
Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya 
proses perumusan kebijakan.
23
 Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat 
dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya 
kebijakan atau kegiatan tertentu. 
Implikasi dalam memperhitungkannya ada lima dimensi yang harus 
dibahas, meliputi: pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik 
dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan 
mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-
kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin 
akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan 
dating. Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya 
langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan 
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publik. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat 
atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.
24
 
Kata implikasi memiliki persamaan kata yang cukup beragam, 
diantaranya adalah keterkaitan, keterlibatan, efek, sangkutan, asosiasi, akibat, 
konotasi, maksud, siratan, dan sugesti. Sehingga, pengertian implikasi adalah 
suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian 
ilmiah atau suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan hak-hak buruh Indonesia dalam Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga 
kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja 
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 
barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 
masyarakat. Setiap tenaga kerja memiliki hak yang harus diperjuangkan, agar 
hak-haknya dapat diakui. Hak-hak tenaga kerja ini meliputi :  
 hak dalam mengembangkan bakat,minat dan kemampuan,  
 hak untuk mengembangkan potensi kerja,  
 hak untuk memperoleh jaminan, baik jaminan pensiun, jaminan kesehatan, 
maupun jaminan keselamatan dalam bekerja,  
 hak untuk mendapat upah yang layak 
 hak untuk persoalan jam kerja 
 dll. 
Tenaga kerja di Indonesia diatur didalam Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Didalam Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 pekerja/buruh sudah diatur cukup baik didalam Undang-undang 





Pada tanggal 5 Oktober 2020 DPR RI secara resmi melalui rapat 
paripurna, mengesahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 
Kerja. Undang-undang Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal yang 
didalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memperoleh pro 
dan kontra didalam pekerja/buruh, hal ini karena Undang- undang Nomor 11 
Tahun 2020 tidak sesuai dengan hak-hak pekerja/buruh di Indonesia. Hak-hak 
pekerja/buruh di Indonesia sebenarnya banyak, akan teteapi disini penulis 
hanya akan membahas mengenai hak-hak yang meliputi : 
1) Waktu Kerja 
2) Upah 
3) Pesangon 
4) Jaminan Sosial 
5) Status Kerja 
6) Waktu Kerja Lembur 
Pengaturan hak-hak buruh di Indonesia terdapat dalam Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pasal 81 mengenai ketenagakerjaan. 
Hak-hak pekerja/buruh di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2020 Tentang Cipta Kerja jika dibandingan dengan Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang cipta kerja ada pasal yang tetap, dihapus, bertambah, 
ataupun yang berubah. Mengenai hak-hak buruh yang penulis akan bahas, 





No Hak Buruh 
Undang – Undang 
Ketenagakerjaan 
Undang – Undang Cipta Kerja 




Mingguan 79 (2)b 
 1 (satu) hari untuk 
6 (enam) hari 
kerja dalam 1 
(satu) minggu atau 
 2 (dua) hari untuk 
5 (lima) hari kerja 




 1 (satu) hari 
untuk 6 (enam) 
hari kerja dalam 
1 (satu) minggu 
Panjang 79 (2)d 
Sekurangnya 2 (dua) 
bulan dan dilaksanakan 
pada tahun ketujuh dan 
kedelapan masing-
masing 1 (satu) bulan 
bagi pekerja/buruh 
yang telah bekerja 
selama 6 (enam) tahun 
secara terus menerus 
pada perusahaan yang 
sama dengan ketentuan 
pekerja/buruh tidak 
berhak lagi atas 
istirahat tahunannya 
dalam 2 (dua) tahun 
berjalan dan 
selanjutnya berlaku 
untuk setiap kelipatan 




hak cuti panjang 
selama 2  bulan bagi 
buruh/pekerja yang 
sudah bekerja selama 
6 bulan secara terus 
menerus. 




a. Upah minimum 
b. Upah kerja 
lembur 







b. Struktur dan 
skala upah 
























g. Denda dan 
potongan upah 









j. Upah untuk 
pembayaran 
pesangon dan 















f. Hal-hal yang 
dapat 
diperhitungka
n dengan upah 
dan 













Uang penggantian hak 
yang seharusnya 
diterima meliputi: 









hak yang seharusnya 
diterima meliputi: 




























masa kerja bagi 
yang memenuhi 
syarat 





































karena usia pensiun 
pada program pensiun 
maka pengusaha wajib 
memberikan kepada 
pekerja/buruh uang 
pesangon sebesar 2 
(dua) kali, uang 
penghargaan masa 
kerja 1 (satu) kali, dan 
uang penggantian hak. 
- 









waktu yang tidak 
terlalu lama dan paling 






dalam waktu yang 
tidak terlalu lama 
6 Waktu Kerja Lembur 78 (1)b 
Waktu kerja lembur 
hanya dapat dilakukan 
paling banyak  3 (tiga) 
jam dalam 1 (satu) hari 
dan 14 (empat belas) 




Waktu kerja lembur 
hanya dapat 
dilakukan paling lama 
4 (empat) jam dalam 
1 (satu) hari dan 18 
(delapan belas) jam 
dalam 1 (satu) 
minggu. 
1. Waktu Istirahat 
Waktu Istirahat atau Jam Istirahat merupakan waktu untuk pemulihan 
setelah melakukan pekerjaan untuk waktu tertentu. Jam Istirahat biasanya 
wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Waktu Istirahat jika 
dilihat dari tabel yang penulis buat diatas, waktu istirahat dibagi menjadi 
dua, yaitu waktu istirahat mingguan dan waktu istirahat panjang.  
Waktu istirahat mingguan diatur dalam Pasal 79 ayat (2)B Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah 1 (satu) hari 
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Selain waktu istirahat 
mingguan, perusahaan tertentu juga dapat memberikan istirahat panjang. 
Waktu istirahat panjang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja karena tidak dicantumkan hak cuti panjang 
selama 2 bulan bagi buruh/pekerja yang sudah bekerja selama 6 bulan 






Pekerja/buruh melakukan pekerjaan bertujuan untuk mendapatkan 
penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan keluarganya, yaitu 
kehidupan yang layak bagi kemanusian. Selama pekerja/buruh melakukan 
pekerjaannya, pekerja/buruh berhak menerima ha katas pengupahan yang 
menjamin kehidupan keluarganya. Menurut Imam Soepomo, upah 
merupakan pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan 
atau dipandang melakukan pekerjaan. 
Pengupahan Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, ditegaskan bahwa 
upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 
uang sebagai imbalan dari pengusaha yang dibayarkan sesuai perjanjian 
kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. 
Upah atau gaji bagi setiap pekerja/buruh yang menerima berfungsi 
sebagai jaminan kelangsungan bagi kehidupan keluarganya, sedangkan upah 
atau gaji bagi perusahan yang diberikan secara layak dan teratur berfungsi 
sebagai jaminan kelangsungan produksi dari suatu perusahaan. Adanya 
produksi dalam suatu perusahaan karena disokong dengan adanya sumber 
daya manusia (pekerj/buruh) yang berhasil menangani proses produksi. 
Upah pada dasarnya diberikan dalam bentuk uang, dan sebagian dari 
uang dapat diberikan dalam bentuk lain, kecuali minuman keras, obat-
obatan, atau bahan obat-obatan dengan ketentuan nilainya tidak boleh 





pemberian upah untuk pekerja/buruh di Indonesia dapat dilihat dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasal 83 ayat 
3.  
Kebijakan pengupahan meliputi :  
1) Upah minimum 
2) Struktur dan skala upah 
3) Upah kerja lembur 
4) Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena 
alasan tertentu 
5) Bentuk dan cara pembayaran upah 
6) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah dan 
7) Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban 
lannya. 
3. Pesangon 
Pesangon diberikan perusahaan kepada pekerja/buruh yang terkena 
pemutusan hubungan kerja yang berupa sejumlah uang yang dibayarkan. 
Uang yang dibayarkan tersebut merupakan penghargaan dari pemberi kerja 
atas masa bakti pekerja/buruh maupun penggantian hak. Selain itu, uang ini 
juga merupakan kompensasi yang wajib diperhatikan oleh suatu perusahaan. 
Pada umumnya, uang kompensasi diberikan oleh perusahaan ketika 
ada pengunduran diri dari pekerja/buruh ataupun terkena pemutusan 
hubungan kerja (PHK). Karena apabila kondisi usaha atau bisnis yang tidak 





ekstrim, yang berupa pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa 
karyawan di perusahaannya. Mengenai peraturan pesangon dapat dilihat 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat  pasal 150, pada pasal 150 dijelaskan 
mengenai kewajiban memberikan pesangon kepada pekerja/buruh apabila 
terjadi pemutusan hubungan kerja. Pengusaha yang dimaksud biasa siapa 
saja baik itu swasta ataupun milik negara, perseorangan atau berbadan, 
berbadan hukum atau tidak, memiliki pengurus atau mempekerjakan orang 
lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
Setelah adanya pemutusan hubungan kerja, pekerja/buruh juga berhak 
untuk mendapatkan uang penggantian hak. Uang penggantian hak diatur 
dalam pasal 156 ayat 4 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
Tentang Cipta Kerja. Pada pasal 156 ayat 4 dijelaskan mengenai uang 
penggantian hak yang wajib diberikan oleh perusahaan terhadap 
karyawannya. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi: 
1) Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur 
2) Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya 
ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja 
3) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 
4. Jaminan Sosial 
Jaminan sosial menurut Spicker adalah jaminan sosial bukanlah 





sosial yang memberi untuk dalam jangka panjang yang berlandaskan dua 
pilar utama, yaitu redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Kemudian 
menurut Shannon, Hill dan MHLW adalah jaminan sosial berbentuk 
tunjangan pendapatan dapat disebut benefits in cash, sedangkan yang 
berbentuk bantuan barang atau pelayanan sosial sering disebut dengan 
benefits in kind. Jaminan sosial dapat diartikan sebagai bentuk tunjangan 
pendapatan yang bermanfaat untuk jangka panjang yang diberikan 
berbentuk barang atau layanan dari masyarakat untuk warganya. Jaminan 
sosial memiliki berbagai jenis program yang meliputi : 
 Jaminan Kesehatan 
 Jaminan Kecelakaan  
 Jaminan Hari Tua 
 Jaminan Pensiun 
 Jaminan Kematian 
Dari berbagai program Jaminan social diatas, penulis hanya akan 
membahas mengenai jaminan pensiun. Jaminan pensiun diberikan bertujuan 
untuk mempertahankan kehidupan yang layak bagi ahli warisnya dengan 
memberikan penghasilan setelah pekerja telah memasuki usia pensiun, 
mengalami cacat total hidup atau meninggal dunia. Program jaminan 
pensiun ini biasanya dapat dirasakan setelah pekerja/buruh telah memasuki 
fase dimana sudah tidak produktif lagi atau tidak bekerja.  
Pengaturan jaminan pensiun pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 





sehingga pekerja/buruh setelah usianya telah mencapai fase dimana sudah 
tidak produktif lagi pekerja tidak mendapatkan pensiunan. 
5. Status Kerja 
Status kerja merupakan suatu jenis kedudukan seseorang dalam 
melakukan pekerjaan disuatu unit usaha/kegiatan. Pekerjaan ini biasanya 
terdapat suatu hubungan yang melibatkan dua pihak yaitu antara perusahaan 
dengan para pekerja/buruh. Para pekerja ini setelah melakukan pekerjaan 
akan mendapatkan gaji dari pihak perusahaan sebagai tanda balas jasa, 
jumlah yang diberikan oleh perusahaan dapat dilihat tergantung dari jenis 
profesi yang dilakukan berdasarkan kontrak yang telah disetujui oleh kedua 
belah pihak. 
Status kerja biasanya didapat oleh pekerja/buruh setelah adanya suatu 
perjanjian kerja, perjanjian kerja ini adalah factor penting dalam hubungan 
kerja, karena didalam perjanjian kerja diatur mengenai hak dan kewajiban 
dari para pihak yaitu antara perusahaan dengan pekerja/buruh. Adanya 
perjanjian kerja membuat pekerja/buruh terikat oleh aturan-aturan yang 
harus dipenuhi dan ditaati, sehingga untuk meminimalisir kecurangan antara 
pekerja/buruh dengan perusahaan. 
 Perjanjian kerja merupakan suatu dasar bagi pekerja/buruh dan juga 
dasar bagi perusahaan untuk mengubah status dari pekerja/buruh tersebut. 
Status keja dibagi menjadi dua, yaitu status pekerja tetap dan status pekerja 
kontrak. Disini penulis hanya akan menjelaskan pengaturan mengenai status 





Status pekerja kontrak bisa dibilang pekerja waktu tertentu, dimana 
perjanjiannya dibuat didasarkan pada suatu pekerjaan yang penyelesaiannya 
dapat diperkirakan.  Perjanjian kerja untuk waktu tertentu diatur didalam 
pasal 59  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu menurut pasal 59 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, perjanjian yang hanya 
dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat 
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. 
6. Waktu Kerja Lembur 
Kerja lembur menjadi hal yang sangat wajar hamper disetiap 
perusahaan, terutama yang sedang menaikan produktivitas untuk mengejar 
target tertentu, seperti meningkatkan penerimaan dan laba perusahaan. 
Dalam hal seperti ini, pengusaha diperbolehkan mempekerjakan karyawan 
diluar jam kerja harian pekerjaannya. Akan tetapi, perusahaan dalam 
mempekerjakan pekerja diluar jam kerja atau lembur harus melihat 
peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. 
Waktu kerja lembur merupakan waktu kerja yang melebihi 7 jam 
sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari 
untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari 
istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan 
Pemerintah. Waktu kerja lembur diatur dalam Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada pasal 78 ayat 1(b) yang berbunyi : 





dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 
Dengan demikian, sesuai peraturan di atas, batas maksimal jam lembur per 
hari tak boleh melebihi 4 jam dan total seminggu tak boleh melebihi 18 jam. 
B. Implikasi pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja terhadap hak buruh di Indonesia 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disusun 
berdasarkan metode omnibus law, omnibus law merupakan satu undang-
undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang untuk menyasar isu 
besar di sebuah negara.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tetang Cipta 
Kerja terdaat 11 klaster pembahasan dengan beberapa poin didalamnya, 
diantaranya : 
1)  Penyederhanaan perizinan berusaha 
2)  Persyaratan investasi 
3)  Ketenagakerjaan 
4)  Kemudahan dan perlindungan UMKM 
5)  Kemudahan berusaha 
6)  Dukungan riset dan inovasi 
7)  Administrasi pemerintahan 
8)  Pengenaan sanksi 
9)  Pengadaan lahan 
10)  Investasi dan proyek pemerintah 





Dari sebelas klaster seperti yang disebutkan diatas, pastinya terdapat 
ratusan pasal didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 
Kerja. Namun disini penulis hanya akan membahas sejumlah beberapa pasal 
yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, pasal-pasal yang berkaitan dengan 
ketenagakerjaan ini yang nantinya memiliki implikasi atau dampak bagi 
pekerja atau buruh di Indonesia. Sejumlah pihak menganggap Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini bisa memperlemah atau 
memperkuat klaster ketenagakerjaan. 
Pada praktiknya, masyarakat banyak yang memberikan penolakan pada 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, penolakan ini 
terjadi karena terdapat pasal-pasal yang bermasalah baik dari klaster 
ketenagakerjaan,  pendidikan, pers, sampai lingkungan hidup. Banyak juga 
pekerja atau buruh yang menyuarakan bahwa Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat mengancam hak pekerja demi 
mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  dapat 
mengancam atau merugikan hak pekerja karena terdapat banyak pasal yang 
saling menghilangkan pasal yang lain. Akan tetapi penulis hanya akan 
membahas beberapa pasal yang mengancam atau merugikan hak pekerja yang 
secara langsung dapat dirasakan oleh pekerja atau buruh. Beberapa dampak 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengancam 





1. Waktu Istirahat 
Waktu istirahat disini penulis membagi menjadi dua bagian, yaitu 
waktu istirahat mingguan dan waktu istirahat panjang. Pada waktu istirahat 
mingguan, pekerja atau buruh yang kurang mendapatkan waktu istirahat 
mingguan akan menyebabkan pekerja atau buruh terkena stress karena 
banyaknya beban pikiran yang didapat pada saat bekerja. 
Perlunya istirahat mingguan bagi pekerja atau buruh karena tubuh 
manusia membutuhkan refresing, hal ini untuk menjernihkan suasa hati dan 
pikiran. Refresing juga bermanfaat penting untuk otak manusia, otak 
merupakan bagian penting bagi tubuh untuk mendapatkan nutrisi. Jika otak 
manusia kurang refresing dapat mengakibatkan efek yang merugikan untuk 
tubuh. 
Beberapa efek kurangnya refresing yang dapat merugikan tubuh, 
yaitu: 
 Menyebabkan masalah pada kesehatan fisik  
 Mengganggu psikis manusia 
 Insomnia 
 Menyebabkan ketidakbahagiaan 
Kurangnya berlibur bukan hanya berdampak pada tubuh dan mental 
manusia, kurangnya berlibur juga akan menurunkan semangat produktifitas 
bekerja. Produktifitas pekerja yang menurun disebabkan karena pekerja atau 
buruh dipaksa untuk bekerja terus menerus tanpa adanya istirahat untuk 






Pada Undang-undang Nomor11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 
upah mengalami perubahan dalam kebijakan pengupahan, hal ini dapat 
merugikan bagi hak pekerja. Perubahan ini menghapus ketentuan rinci 
mengenai perhitungan upah yaitu tidak ada lagi penghitungan upah 
minimum. Perhitungan upah akan berdasarkan kebijakan pengupahan 
nasional yang diatur oleh peraturan pemerintah. Dengan ketentuan yang 
ditetapkan berdasarkan pengupahan nasional, maka upah dapat berpotensi 
jauh dari kata layak.  
Selain dari perhitungan upah minimum adalah perhitungan 
berdasarkan satuan waktu. Pada ketentuan satuan waktu ini akan 
memberikan dampak bagi pekerja atau buruh karena upah dihitung dari 
satuan jam. Dengan begitu upah minimum tidak lagi relevan digunakan 
untuk penghitungan pemberian upah. Selain dari adanya pemberian upah 
perjam, ketentuan pengupahan berdasarkan satuan waktu akan 
menghilangkan pembayaran upah yang biasanya diterima oleh pekerja atau 
buruh setiap bulannya. 
3. Pesangon 
Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 
Cipta Kerja pasal 156 mengurangi jumlah pesangon jika pekerja diPHK 
karena menghapus uang penggantian hak. Dalam Pasal 156 Undang-undang 





perawatan yang ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon 
dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.  
Pesangon merupakan kewajiban pengusaha yang telah 
mempekerjakan pekerja. Maka saat terjadi pemutusan hubungan kerja 
(PHK) atau pensiun, uang pesangon pekerja harus tersedia dan siap 
dibayarkan. Terlepas dari besaran pesangon yang akan diatur dalam PP, 
pengusaha harus membayarkannya. Karena itu, kesadaran pengusaha untuk 
mulai mendanakan uang pesangon pekerja menjadi penting. Bila perlu, uang 
pesangon dapat didanakan secara terpisah dari sistem keuangan perusahaan, 
bukan hanya dibukukan.  
Realitasnya, banyak pekerja tidak mendapatkan hak uang pesangon 
saat terjadi PHK. Uang pesangon pekerja tidak dibayarkan karena dananya 
tidak tersedia. Itulah titik krusial uang pesangon. Bukan di regulasi tapi di 
kepatuhan terhadap aturan.  
4. Jaminan Sosial 
Jaminan social merupakan jaminan pengganti penghasilan yang hilang 
yang diberikan secara tunai, jaminan ini bisa berupa jaminan kecelakaan 
kerja dan jaminan pensiun. Pada jaminan kecelakaan kerja, perusahaan 
wajib memberikan jaminan kecelakaan guna untuk memberikan rasa aman 
terhadap pekerja atau buruh pada saat bekerja. Rasa aman yang didapat 
pekerja atau buruh berguna untuk pekerja atau buruh pada saat bekerja, hal 
ini agar pekerja atau buruh lebih focus dalam bekerja sehingga bisa 





penulis juga membahas jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini mengalami 
polemic dimasyarakat khususnya pada pekerja atau buruh, karena 
munculnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 
yang menghapus ketentuan mengenai jaminan pensiun. 
Dampak dari penghapusan pasal 167 Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bagi pekerja atau buruh akan dapat 
dirasakan ketika pekerja atau buruh sudah memasuki usia pensiun. Hal ini 
karena jaminan yang seharusnya didapatkan untuk mempertahankan derajat 
kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan 
memberikan penghasilan setelah memasuki masa pensiun, akan tetapi 
pekerja atau buruh tidak mendapatkannya. Jika pekerja atau buruh tidak 
mendapatkan jaminan pensiun, bisa saja pekerja atau buruh tersebut pada 
saat masih masa prduktifitas mengalami perekonomian yang stabil, setelah 
pensiun pekerja atau buruh mengalami pemerosotan perekonomian. 
5. Status Kerja 
Dampak dari adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 
Cipta Kerja terhadap status kerja ialah salah satunya pekerja atau buruh 
bekerja dengan status pekerja kontrak tanpa batas. Hal ini dikarenakan 
terdapat perubahan ketentuan pada pasal 59 Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pemerintah telah menghapus dan 
mengubah banyak pasal didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 





Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tak 
mengatur batasan durasi pekerja kontrak, hal ini karena pada pasal 59 
mengalami perubahan. Bunyi pasal 59 Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2020 Tentang Cipta Kerja Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya 
dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini membuka celah bagi 
perusahaan untuk mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
yang berlaku seumur hidup. Dengan adanya perubahan pasal 59 Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja maka pekerja atau 
buruh tidak lagi ada harapan diangkat menjadi karyawan tetap. 
6. Waktu kerja Lembur 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah 
merubah ketentuan waktu kerja lembur, waktu keja lembur ini mengalami 
penambahan. Waktu kerja lembur pada pasal 79 Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2020 Tentang Cipta kerja mengalami penambahan jam lembur, yang 
tadinya kerja lembur dilaksanakan 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam 
satu minggu menjadi 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. 
Dampak dari adanya penambahan waktu kerja lembur bagi pekerja 
atau buruh yaitu penurunan produktifitas jamkerja, baik jam kerja pada saat 
lembur dan pada saat jam kerja normal. Selain penurunan produktifitas, ada 
juga penurunan kesehatan bagi pekerja atau buruh. Penurunan tingkat 
kesehatan dapat dilihat dari kurangnya jam tidur, jam tidur berkurang karena 





yang kurang dari adanya lembur yang tidak memperhatikan pekerja atau 






1. Pengaturan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja 
pengaturannya terdapat pada pasal 81 mengenai ketenagakerjaan. Pada 
pasal 81 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ada 
beberapa perbedaan dengan pasal sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari 
adanya pasal yang teteap, pasal berubah, pasal yang tambah, dan pasal 
yang dihapus. Dengan adanya hal tersebut undang-undang nomor 11 tahun 
2020 tentang cipta kerja memiliki implikasi atau dampak terhadap hak 
buruh di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu sebagai 
berikut : segi waktu kerja, upah, pesangon, jaminan sosial, status kerja, dan 
waktu kerja lembur. 
2. Implikasi atau dampak yang ditimbulkan dengan adanya pengesahan 
undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja terhadap hak-hak 
buruh di Indonesia, yaitu : 
a) Waktu istirahat, yaitu akan menyebabkan pekerja atau buruh terkena 
stress karena banyaknya beban pikiran yang didapat pada saat bekerja. 
b) Upah, yaitu  Perhitungan upah akan berdasarkan pada satuan waktu 
yang akan memberikan dampak bagi pekerja atau buruh karena upah 





c) Pesangon, yaitu jumlah pesangon berkurang jika pekerja diPHK 
karena menghapus uang penggantian hak. 
d) Jaminan pensiun, yaitu jaminan yang seharusnya didapatkan untuk 
mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau 
ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah memasuki 
masa pensiun, akan tetapi pekerja atau buruh tidak mendapatkannya. 
e) Status kerja, yaitu pekerja atau buruh tidak lagi ada harapan diangkat 
menjadi karyawan tetap. 
f) Waktu kerja lembur, yaitu penambahan waktu kerja lembur akan 
menurunkan tingkat produktifitas pekerja atau buruh dan menurunkan 
kesehatan pekerja atau buruh. 
B. SARAN 
1. Pihak tenaga kerja, dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2020 
tentang cipta kerja, pekerja atau buruh mau tidak mau harus dapat bekerja 
sesuai dengan ketentuan yang ada, akan tetapi pekerja atau buruh juga 
harus memberikan kritik yang positif kepada pemerintah agar 
mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang terpangkas 
dengan disahkannya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta 
kerja.  
2. Pihak pengusaha hendaknya lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga 
kerja di perusahaannya, karena dengan memperhatikan kesejahteraan 
pekerja secara tidak langsung akan meningkatkan produktifitas mereka 
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